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Abstrak 
Akselerasi transformasi digital pasca pandemi COVID-19 menuntut evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah Atas yang memegang peran krusial dalam transisi ke pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi, mengidentifikasi faktor determinan keberhasilan dan hambatan implementasi, serta menganalisis dampak multidimensionalnya terhadap kualitas proses belajar mengajar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research, melakukan sintesis mendalam terhadap 15 publikasi ilmiah terpilih periode 2021-2025 melalui teknik analisis konten tematik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan digitalisasi mencapai tingkat efektivitas 90,6 persen, terutama dalam penyediaan aksesibilitas sumber belajar yang fleksibel dan mendorong inovasi metodologi pengajaran. Faktor pendukung utama meliputi infrastruktur teknologi yang memadai, komitmen manajerial sekolah, dan program pengembangan profesional guru. Namun, implementasi kebijakan menghadapi hambatan struktural berupa kesenjangan digital (digital divide) antar wilayah, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses perangkat, serta penurunan motivasi belajar dan interaksi sosial peserta didik. Dampak kebijakan menunjukkan paradoks: terjadi peningkatan aksesibilitas dan variasi metode, namun kualitas interaksi pedagogis dan perkembangan karakter siswa mengalami degradasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pembelajaran hibrida yang sinergis, kebijakan afirmatif untuk pemerataan infrastruktur, serta penguatan kapasitas pedagogis digital pendidik. Kesimpulannya, keberlanjutan digitalisasi memerlukan pendekatan holistik dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkualitas tinggi di era pasca pandemi.
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1. Latar Belakang
Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah mengalami akselerasi signifikan sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Krisis kesehatan global tersebut memaksa sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan transisi mendadak dari pembelajaran tatap muka konvensional menuju modalitas pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital. Kondisi darurat ini tidak hanya mengubah lanskap operasional pendidikan secara temporal, namun juga memicu reorientasi fundamental terhadap paradigma penyelenggaraan pembelajaran di era pasca pandemi. Sekolah Menengah Atas sebagai jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik memasuki dunia perguruan tinggi dan dunia kerja menghadapi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari setelah periode pembelajaran daring berakhir. Urgensi evaluasi terhadap kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi menjadi keniscayaan untuk memahami efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan transformasi digital yang telah berlangsung [1]. Dinamika transisi dari pembelajaran daring menuju model pembelajaran hibrida atau tatap muka penuh di jenjang Sekolah Menengah Atas meniscayakan kajian mendalam tentang bagaimana kebijakan digitalisasi diimplementasikan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.
Pandemi COVID-19 telah menciptakan disrupsi masif dalam sistem pendidikan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Menurut data UNESCO, lebih dari 1,6 miliar peserta didik di 190 negara terdampak oleh penutupan sekolah pada puncak pandemi, memaksa institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan berbagai kebijakan darurat yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dari rumah, termasuk penggunaan platform digital, penyesuaian kurikulum, dan modifikasi sistem penilaian. Transisi mendadak ini mengekspos berbagai kelemahan struktural dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari kesenjangan infrastruktur teknologi, ketidaksiapan pendidik dalam mengelola pembelajaran digital, hingga ketimpangan akses yang memperburuk disparitas kualitas pendidikan antara wilayah urban dan rural. Pengalaman pembelajaran daring selama pandemi menjadi laboratorium sosial yang menghasilkan pembelajaran berharga tentang potensi dan keterbatasan teknologi digital dalam konteks pendidikan.
Literatur terkini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan pasca pandemi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pembelajaran jarak jauh yang dialami selama masa krisis kesehatan. Penelitian mengenai implementasi platform digital seperti Merdeka Mengajar telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam menyediakan akses sumber belajar dengan persentase capaian mencapai 90,6%, mengindikasikan bahwa infrastruktur digital mampu mendukung pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Namun demikian, transisi menuju digitalisasi penuh menghadapi berbagai tantangan struktural yang mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi digital antara pendidik dan peserta didik, serta persoalan aksesibilitas yang tidak merata di berbagai wilayah geografis. Analisis kebijakan pendidikan di era pandemi mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh menghadapi hambatan serius terkait infrastruktur, kesenjangan digital, dan kualitas pembelajaran, meskipun terdapat inovasi kebijakan seperti platform pembelajaran digital dan peningkatan kapasitas guru melalui program pelatihan [2].
Konteks global menunjukkan pola serupa dimana negara-negara di Eropa mengalami intensifikasi agenda digitalisasi pendidikan yang sebenarnya telah dimulai sebelum pandemi, dengan fokus pada tiga area utama yaitu digitalisasi sistem pendidikan, penanganan ketimpangan pendidikan, dan pengembangan profesional guru. Perubahan persepsi dan penggunaan pembelajaran digital sebelum dan sesudah pandemi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, meskipun motivasi peserta didik mengalami penurunan dan hambatan pembelajaran digital cenderung lebih besar dibandingkan manfaatnya [3]. Fenomena global ini mengkonfirmasi bahwa digitalisasi pendidikan bukan semata-mata persoalan teknis pengadaan infrastruktur teknologi, melainkan transformasi sistemik yang melibatkan perubahan pedagogis, kultural, dan organisasional yang memerlukan waktu dan dukungan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan digitalisasi pendidikan pasca pandemi menghadapi kompleksitas yang unik dibandingkan negara-negara maju. Keberagaman geografis dengan ribuan pulau yang tersebar, disparitas ekonomi antar wilayah, serta ketimpangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menciptakan tantangan implementasi yang tidak ditemukan di negara-negara dengan kondisi geografis dan ekonomi yang lebih homogen. Sekolah-sekolah di perkotaan dengan akses internet yang stabil dan ketersediaan perangkat digital yang memadai memiliki pengalaman implementasi digitalisasi yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih berjuang dengan akses listrik yang terbatas. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan stratifikasi baru dalam sistem pendidikan nasional dimana kualitas pembelajaran semakin ditentukan oleh kemampuan institusi untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital, bukan semata-mata oleh kualitas pendidik atau kurikulum yang digunakan.
Penelitian ini dilakukan atas dasar kekosongan analisis komprehensif mengenai evaluasi kebijakan digitalisasi pembelajaran khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas di periode pasca pandemi. Meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi implementasi pembelajaran daring selama masa pandemi, namun investigasi mendalam tentang bagaimana kebijakan digitalisasi ditransformasikan dan diinstitusionalisasikan dalam praktik pembelajaran pasca krisis masih terbatas. Kompleksitas persoalan muncul ketika sekolah-sekolah dihadapkan pada pilihan antara kembali sepenuhnya ke pembelajaran tatap muka konvensional atau mengintegrasikan elemen digital yang telah dibangun selama pandemi ke dalam model pembelajaran berkelanjutan. Kebijakan digitalisasi pasca pandemi memerlukan penyesuaian yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pedagogis, sosial, dan psikologis, mengingat pembelajaran digital membawa implikasi terhadap interaksi sosial peserta didik, perkembangan karakter, dan keterampilan kolaboratif. Ketidakselarasan antara kebijakan tingkat makro yang dirumuskan pemerintah pusat dengan realitas implementasi di tingkat meso dan mikro sistem persekolahan menciptakan kesenjangan yang perlu dijembatani melalui formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks local [4]. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi gap antara intensi kebijakan dengan implementasi aktual di lapangan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti empiris.
Berdasarkan rasionalisasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi pada jenjang Pendidikan Menengah Atas dengan fokus pada tiga pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana efektivitas kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas. Kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran di tingkat sekolah. Ketiga, bagaimana dampak kebijakan digitalisasi pembelajaran terhadap kompetensi digital guru dan peserta didik serta terhadap pencapaian hasil belajar. Melalui investigasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang kebijakan digitalisasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika perubahan konteks pendidikan di era digital.
1. Metode Penelitian
2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi pada jenjang Pendidikan Menengah Atas. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks terkait kebijakan pendidikan melalui analisis dokumen, literatur ilmiah, dan temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu. Metode library research diterapkan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data sekunder dari berbagai sumber publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian [5]. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif yang bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang praktik implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut.
2.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data penelitian ini terdiri dari dokumen akademik berupa jurnal ilmiah, artikel prosiding, dan laporan penelitian yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Kriteria inklusi sumber data mencakup publikasi yang membahas evaluasi kebijakan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, implementasi pembelajaran pasca pandemi, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau setara. Total sebanyak 15 publikasi ilmiah dijadikan korpus data utama penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui documentation study dengan prosedur sistematis meliputi identifikasi kata kunci (keywords) penelitian yaitu "evaluasi kebijakan", "digitalisasi pembelajaran", "pendidikan pasca pandemi", dan "Sekolah Menengah Atas". Penelusuran literatur dilakukan pada repositori akademik dan basis data jurnal terindeks untuk memperoleh publikasi yang memenuhi kriteria relevansi dan kualitas. Setiap dokumen yang terkumpul dilakukan screening untuk memastikan kesesuaian konten dengan fokus penelitian, diikuti dengan ekstraksi informasi substantif yang mencakup temuan penelitian, metodologi yang digunakan, konteks implementasi, serta rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh peneliti sebelumnya.
2.3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari korpus literatur. Proses analisis mengikuti tahapan sistematis yang dimulai dengan data reduction atau reduksi data dimana informasi yang tidak relevan dieliminasi dan fokus diarahkan pada aspek-aspek evaluasi kebijakan yang mencakup efektivitas, efisiensi, faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak kebijakan digitalisasi pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah data display atau penyajian data dalam bentuk matriks tematik yang mengorganisasikan temuan dari berbagai sumber literatur berdasarkan dimensi evaluasi kebijakan. Kategorisasi data dilakukan dengan mengklasifikasikan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi digital guru, keterlibatan peserta didik, dan keberlanjutan implementasi kebijakan. Tahap akhir adalah conclusion drawing and verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana pola-pola yang teridentifikasi disintesis untuk menghasilkan proposisi evaluatif tentang implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai konteks geografis dan institusional untuk meningkatkan validitas analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki transferability atau dapat ditransfer ke konteks yang lebih luas.
2.4. Keabsahan Data
Keabsahan data dijamin melalui penerapan kriteria credibility, dependability, confirmability, dan transferability. Kredibilitas dipenuhi dengan menggunakan sumber data dari publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review dan terindeks pada basis data akademik terpercaya. Dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat diaudit dan direplikasi oleh peneliti lain. Konfirmabilitas dipastikan melalui transparansi dalam proses analisis dimana setiap interpretasi didukung oleh kutipan atau evidence dari sumber data. Transferabilitas dicapai dengan menyediakan deskripsi kontekstual yang kaya (thick description) tentang fenomena yang dikaji sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan penelitian terhadap konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.
3. Hasil dan Diskusi
3.1 Efektivitas Kebijakan Digitalisasi Pembelajaran Pasca Pandemi
Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi pada jenjang Pendidikan Menengah Atas menunjukkan hasil yang bervariasi dengan kecenderungan positif namun masih menyisakan sejumlah tantangan signifikan. Temuan dari berbagai konteks implementasi mengindikasikan bahwa platform pembelajaran digital telah berhasil menyediakan aksesibilitas sumber belajar yang fleksibel dengan tingkat efektivitas mencapai 90,6 persen, membuktikan bahwa infrastruktur digital mampu mendukung pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh peserta didik [6]. Keberhasilan ini terutama terlihat pada sekolah-sekolah yang telah memiliki kesiapan infrastruktur teknologi memadai serta dukungan manajemen yang kuat dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak seragam di seluruh institusi pendidikan, dengan variasi yang signifikan bergantung pada konteks geografis, kapasitas institusional, dan karakteristik komunitas sekolah.
Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran digital telah diimplementasikan secara luas, namun kompetensi pedagogik dan penguasaan teknologi pendidik masih menjadi persoalan krusial yang mempengaruhi kualitas pembelajaran [7]. Kesenjangan kompetensi digital antara guru dan siswa menciptakan hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan platform pembelajaran digital, dimana sebagian guru mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang memanfaatkan learning management system secara maksimal. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pelatihan yang memadai bagi pendidik untuk mengadaptasi metode pengajaran konvensional ke dalam format digital yang lebih interaktif dan inovatif. Konsekuensinya, potensi teknologi pembelajaran digital tidak dapat dieksploitasi secara optimal untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Dimensi efektivitas juga dapat dilihat dari perspektif ketercapaian tujuan pembelajaran dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Temuan empiris mengindikasikan bahwa implementasi digitalisasi pembelajaran memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses informasi dan mendorong munculnya metode pembelajaran yang lebih inovatif serta fleksibel [8]. Namun demikian, terdapat paradoks dimana meskipun akses terhadap sumber belajar meningkat secara kuantitatif, namun pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pembelajaran tidak selalu mengalami peningkatan proporsional. Fenomena ini terjadi karena pembelajaran digital cenderung mengurangi intensitas interaksi langsung antara guru dan siswa, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas diskusi pedagogis dan pembimbingan individual yang merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran bermakna.
3.2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Digitalisasi
Identifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran mengungkapkan beberapa elemen kunci yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Faktor pertama yang paling determinan adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai mencakup perangkat keras seperti komputer, tablet, smartphone, serta jaringan internet yang stabil dengan bandwidth mencukupi. Sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur digital yang baik menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang mengalami keterbatasan akses teknologi [9]. Investasi dalam infrastruktur digital menjadi prasyarat fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran.
Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah dukungan manajemen sekolah dalam bentuk kebijakan internal yang kondusif, alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi pembelajaran, serta komitmen kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital. Kepala sekolah yang memiliki visi progresif tentang pentingnya digitalisasi pendidikan cenderung lebih berhasil dalam menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan. Dukungan manajemen ini termanifestasi dalam penyediaan program pelatihan berkala bagi guru, pengadaan perangkat teknologi, serta penciptaan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan eksperimentasi pedagogis berbasis teknologi. Kolaborasi antara manajemen sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal juga terbukti penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan digitalisasi [10].
Faktor ketiga adalah kapasitas dan kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pembelajaran. Guru yang telah mengikuti program pengembangan profesional berkelanjutan terkait literasi digital dan pedagogi berbasis teknologi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam merancang pembelajaran yang memanfaatkan platform digital secara efektif. Pelatihan yang komprehensif tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi dan software pembelajaran, tetapi juga dimensi pedagogis tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong pembelajaran aktif, dan memfasilitasi diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Kesiapan psikologis guru untuk keluar dari zona nyaman pembelajaran konvensional dan berani mengeksplorasi metode-metode inovatif juga menjadi faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.
Faktor keempat adalah keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran digital. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik dan sikap positif terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran cenderung lebih mudah beradaptasi dengan model pembelajaran digital dan menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi. Motivasi intrinsik siswa untuk mengeksplorasi sumber belajar digital dan kemampuan belajar mandiri menjadi prediktor penting bagi keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa motivasi peserta didik mengalami penurunan setelah periode pembelajaran daring yang berkepanjangan selama pandemi, sehingga diperlukan strategi khusus untuk merevitalisasi antusiasme belajar dalam konteks pembelajaran digital [11].
3.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Digitalisasi
Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran juga menghadapi sejumlah hambatan serius yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hambatan pertama dan paling fundamental adalah kesenjangan digital (digital divide) yang termanifestasi dalam ketimpangan akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Tidak semua peserta didik memiliki smartphone atau komputer pribadi yang dapat digunakan untuk mengakses platform pembelajaran digital, sementara keterbatasan akses internet terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pedesaan menjadi kendala struktural yang menghambat partisipasi siswa dalam pembelajaran digital. Kesenjangan ini berpotensi memperburuk ketimpangan pendidikan yang sudah ada dan menciptakan stratifikasi baru dalam sistem pendidikan dimana siswa dari keluarga mampu memiliki keunggulan akses terhadap sumber belajar digital dibandingkan dengan siswa dari keluarga kurang mampu.
Hambatan kedua adalah rendahnya literasi digital sebagian guru dan siswa yang menjadi penghambat signifikan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Meskipun teknologi tersedia, namun ketidakmampuan untuk mengoperasikan aplikasi pembelajaran secara efektif atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pembelajaran yang koheren menyebabkan potensi teknologi tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian guru mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan learning management system dan belum banyak guru yang secara konsisten mengisi materi, memberikan petunjuk belajar, mengisi media pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara digital. Keterbatasan kompetensi digital ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pembelajaran tetapi juga menimbulkan frustrasi dan resistensi terhadap transformasi digital.
Hambatan ketiga berkaitan dengan dimensi sosial dan psikologis dari pembelajaran digital yang sering terabaikan dalam perumusan kebijakan. Pembelajaran berbasis teknologi digital cenderung mengurangi interaksi sosial langsung antara peserta didik yang berdampak negatif terhadap perkembangan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi interpersonal, dan pembentukan karakter [12]. Siswa mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial yang bermakna dengan teman sebaya ketika pembelajaran didominasi oleh interaksi virtual melalui layar digital. Selain itu, pembelajaran digital yang berkepanjangan juga menyebabkan fatigue digital atau kelelahan akibat paparan layar yang berlebihan, penurunan konsentrasi, serta berkurangnya motivasi belajar. Dimensi psikologis ini memerlukan perhatian serius dalam desain kebijakan digitalisasi pembelajaran agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif terhadap kesejahteraan psikologis peserta didik.
Hambatan keempat adalah persoalan keamanan data dan potensi penyalahgunaan teknologi yang menjadi ancaman serius dalam implementasi pembelajaran digital. Platform pembelajaran digital yang tidak dirancang dengan standar keamanan yang memadai rentan terhadap peretasan dan kebocoran data pribadi siswa dan guru. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas siswa dalam ruang digital membuka peluang bagi penyalahgunaan teknologi untuk mengakses konten yang tidak pantas atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan. Minimnya literasi keamanan digital di kalangan pendidik dan peserta didik memperparah risiko ini dan memerlukan kebijakan komprehensif tentang digital citizenship dan etika penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan.
3.4. Dampak Kebijakan Digitalisasi terhadap Kualitas Pembelajaran
Evaluasi dampak kebijakan digitalisasi pembelajaran terhadap kualitas proses belajar mengajar menghasilkan temuan yang kompleks dengan implikasi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. Dari sisi positif, digitalisasi pembelajaran telah membawa transformasi signifikan dalam hal aksesibilitas sumber belajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses berbagai materi pembelajaran, video edukatif, simulasi interaktif, dan sumber referensi digital yang memperkaya pengalaman belajar mereka melampaui apa yang dapat disediakan oleh buku teks konvensional. Fleksibilitas ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dimana siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang materi yang belum dipahami tanpa terkendala oleh jadwal kelas yang kaku.
Dampak positif lainnya adalah munculnya inovasi metodologi pembelajaran yang lebih variatif dan menarik. Pemanfaatan platform digital memungkinkan implementasi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif virtual, gamification, dan berbagai pendekatan pedagogis inovatif lainnya yang sulit direalisasikan dalam format pembelajaran konvensional. Konten pembelajaran digital yang lebih bermutu dengan visualisasi yang menarik dan interaktif terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Digitalisasi juga memfasilitasi implementasi asesmen formatif secara lebih efisien melalui quiz digital, feedback otomatis, dan analitik pembelajaran yang membantu guru memantau perkembangan siswa secara real-time.
Namun demikian, dampak negatif digitalisasi pembelajaran juga tidak dapat diabaikan. Transisi dari pembelajaran daring yang dominan selama pandemi ke pembelajaran tatap muka pasca pandemi menciptakan tantangan adaptasi yang signifikan. Penelitian mengungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan suasana pembelajaran tatap muka dan guru menghadapi kendala dalam mengajar di ruang kelas fisik setelah periode panjang pembelajaran virtual. Peserta didik menunjukkan gejala kurangnya pemahaman terhadap pelajaran karena ketinggalan materi selama periode pembelajaran daring, mengindikasikan bahwa efektivitas pembelajaran digital dalam mentransfer pengetahuan tidak seefektif pembelajaran tatap muka konvensional.
Dampak negatif lainnya adalah penurunan kualitas interaksi pedagogis antara guru dan siswa. Pembelajaran digital yang dimediasi oleh teknologi cenderung mengurangi kesempatan untuk dialog pedagogis yang mendalam, diskusi kelas yang dinamis, dan pembimbingan personal yang merupakan elemen esensial dalam proses pembelajaran bermakna. Evaluasi pembelajaran selama masa pandemi menunjukkan bahwa guru dan peserta didik mengalami tekanan psikologis yang tinggi dan hasil tes yang diperoleh peserta didik tidak memuaskan, menciptakan ironi dalam dunia pendidikan dimana pembelajaran selama pandemi tidak dapat optimal seperti pembelajaran tatap muka. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat memfasilitasi akses terhadap informasi, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan dimensi humanistik dan sosial dari proses pembelajaran.
Kompleksitas dampak kebijakan digitalisasi juga terlihat pada transformasi ekologi pembelajaran yang menciptakan restrukturisasi relasional antara subjek didik dan objek pengetahuan. Mediasi teknologi dalam proses pembelajaran menghasilkan fenomena disintermediasi pedagogis dimana otoritas epistemologis guru mengalami decentering akibat aksesibilitas informasi yang tidak terbatas melalui repositori digital. Kondisi ini meniscayakan redefinisi peran pendidik dari transmitter pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran yang membimbing peserta didik dalam melakukan kurasi, verifikasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber digital. Transformasi peran ini memerlukan reorientasi kompetensi profesional guru yang tidak hanya menguasai konten mata pelajaran tetapi juga memiliki kapabilitas dalam membimbing literasi informasi dan pemikiran kritis peserta didik.
Dari perspektif neuro-kognitif, paparan berkepanjangan terhadap pembelajaran berbasis layar digital menimbulkan implikasi terhadap arsitektur kognitif peserta didik yang mempengaruhi pola perhatian, memori kerja, dan kemampuan pemrosesan informasi mendalam. Fenomena cognitive overload akibat multitasking digital dan fragmentasi perhatian menjadi tantangan serius yang memerlukan desain pembelajaran digital yang mempertimbangkan prinsip-prinsip cognitive load theory untuk mengoptimalkan kapasitas pemrosesan informasi [4]. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran digital yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip desain instruksional berbasis bukti cenderung menghasilkan pembelajaran superfisial yang memprioritaskan kuantitas informasi dibandingkan kedalaman pemahaman konseptual.
3.5. Kesiapan Institusional dalam Implementasi Kebijakan Digitalisasi
Kesiapan institusional sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi menjadi faktor kritis yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Evaluasi kesiapsiagaan sekolah menengah atas dalam menyediakan mutu dan inklusivitas pembelajaran mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah belum cukup siap untuk mengelola sistem pembelajaran digital terutama dalam aspek peningkatan keterlibatan aktif dalam pembelajaran daring, pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pembelajaran digital, serta peningkatan literasi digital dan pembelajaran mandiri. Ketidaksiapan ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan tingkat makro yang menghendaki percepatan digitalisasi pendidikan dengan kapasitas aktual institusi pendidikan di tingkat mikro untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kesiapan institusional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik tetapi juga mencakup dimensi organisasional, pedagogis, dan kultural. Dari perspektif organisasional, sekolah perlu memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dalam mengelola transformasi digital, sistem manajemen data yang terintegrasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan digitalisasi. Dari perspektif pedagogis, institusi pendidikan perlu mengembangkan kurikulum digital yang terintegrasi, panduan pembelajaran berbasis teknologi, serta sistem dukungan profesional bagi guru dalam mengembangkan kompetensi digital mereka. Dari perspektif kultural, perlu terjadi pergeseran mindset dari resistensi terhadap perubahan menuju kultur inovasi yang mendorong eksperimentasi dan pembelajaran berkelanjutan.
Evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran study-from-home menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan dengan persentase keberhasilan mencapai 75 persen, namun terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran online di berbagai sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan handphone, rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, dan ketidaktersediaan jaringan internet di beberapa sekolah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas institusional spesifik cenderung menghasilkan implementasi yang tidak merata dan berpotensi memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.
3.6. Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Digitalisasi Pembelajaran
Berdasarkan temuan evaluasi terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika konteks lokal. Rekomendasi pertama adalah perlunya peningkatan kapasitas pendidik melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan teknologi tetapi juga dimensi pedagogis tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam desain pembelajaran yang efektif. Program pelatihan perlu dirancang secara sistematis dengan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
Rekomendasi kedua adalah perlunya pemerataan akses terhadap infrastruktur digital melalui kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah-sekolah di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat pembelajaran digital dan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Kemitraan dengan sektor swasta dalam bentuk corporate social responsibility dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pemerataan akses teknologi pendidikan.
Rekomendasi ketiga adalah pengembangan kurikulum hibrida yang mengintegrasikan keunggulan pembelajaran digital dengan elemen-elemen penting dari pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran hibrida atau blended learning memungkinkan eksploitasi optimal dari kedua modalitas pembelajaran dimana teknologi digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar tanpa mengorbankan dimensi sosial dan humanistik dari proses pembelajaran. Kurikulum perlu dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap disrupsi potensial di masa depan sambil tetap memastikan pencapaian kompetensi esensial yang diharapkan.
Rekomendasi keempat adalah penguatan sistem dukungan ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk keluarga dan masyarakat. Pembelajaran digital memerlukan kolaborasi yang lebih intensif antara sekolah dan keluarga untuk memastikan peserta didik mendapat dukungan yang memadai dalam pembelajaran di rumah. Sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendampingi pembelajaran digital anak serta literasi digital bagi orang tua menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang kondusif. Kolaborasi multi-pemangku kepentingan ini terbukti penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di masa krisis dan perlu diinstitusionalisasikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang tangguh.
3.7. Keberlanjutan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pasca Pandemi
Keberlanjutan implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi menghadapi dilema antara mempertahankan momentum transformasi digital yang telah terbangun selama krisis dengan kembali ke praktik pembelajaran konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa transisi dari pembelajaran daring ke tatap muka tidak serta merta menghilangkan kebutuhan akan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Sekolah-sekolah yang berhasil mempertahankan elemen digitalisasi dalam pembelajaran tatap muka menunjukkan peningkatan fleksibilitas pedagogis dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Namun demikian, tantangan keberlanjutan muncul ketika dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang intensif selama masa pandemi mulai berkurang pada periode pasca pandemi. Institusi pendidikan menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan investasi infrastruktur digital yang telah dilakukan sambil menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Keberlanjutan digitalisasi juga bergantung pada komitmen jangka panjang manajemen sekolah untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran digital melalui pembaruan teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi sistematis terhadap efektivitas implementasi. Tanpa komitmen institusional yang kuat, terdapat risiko bahwa transformasi digital yang telah dicapai selama pandemi akan mengalami kemunduran dan kembali ke praktik pembelajaran tradisional yang kurang memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dimensi keberlanjutan kebijakan digitalisasi pembelajaran juga berkaitan erat dengan transformasi ekosistem pembelajaran yang mencakup perubahan paradigma dari teacher-centered menuju student-centered learning melalui pemanfaatan teknologi digital. Implementasi platform pembelajaran digital memfasilitasi personalisasi pembelajaran dimana peserta didik dapat mengakses konten pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar individual mereka, menciptakan diferensiasi pedagogis yang sulit dicapai dalam format pembelajaran konvensional [13]. Namun demikian, personalisasi pembelajaran digital memerlukan desain instruksional yang sophisticated serta kemampuan guru dalam memanfaatkan learning analytics untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar spesifik setiap peserta didik, yang pada kenyataannya masih menjadi tantangan signifikan dalam konteks implementasi di Indonesia.
Evaluasi lebih lanjut mengindikasikan bahwa keberlanjutan digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada pengembangan konten pembelajaran digital yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan relevan dengan kurikulum nasional. Keterbatasan ketersediaan konten digital dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar kompetensi kurikulum menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran [14]. Institusi pendidikan seringkali bergantung pada konten digital yang dikembangkan oleh pihak eksternal tanpa melakukan kurasi dan adaptasi terhadap konteks pembelajaran lokal, mengakibatkan kesenjangan antara materi digital yang tersedia dengan kebutuhan pembelajaran aktual di kelas. Pengembangan repositori konten digital nasional yang dapat diakses oleh seluruh institusi pendidikan menjadi imperatif untuk mendukung keberlanjutan implementasi digitalisasi pembelajaran.
Aspek keberlanjutan juga mencakup dimensi ekonomi dimana investasi infrastruktur digital yang telah dilakukan selama masa pandemi perlu dijustifikasi melalui peningkatan outcome pembelajaran yang terukur. Analisis cost-benefit dari implementasi teknologi pembelajaran menunjukkan bahwa meskipun investasi awal untuk pengadaan perangkat dan pengembangan platform digital relatif tinggi, namun dalam jangka panjang digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memperluas jangkauan layanan pendidikan kepada populasi yang sebelumnya tidak terlayani [15]. Namun demikian, sustainability finansial dari program digitalisasi memerlukan komitmen anggaran jangka panjang dari pemerintah serta eksplorasi model pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta dan filantropi untuk memastikan kontinuitas investasi dalam infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran digital menjadi elemen krusial dalam keberlanjutan implementasi kebijakan. Guru tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan bertransformasi menjadi fasilitator, kurator konten digital, dan pembimbing pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman pedagogis peserta didik [16]. Pergeseran peran ini memerlukan rekonseptualisasi identitas profesional guru serta pengembangan kompetensi baru yang mencakup literasi digital, pedagogical content knowledge berbasis teknologi, dan kemampuan merancang pembelajaran yang mengintegrasikan modalitas digital dan tatap muka secara sinergis.
4. Kesimpulan
Evaluasi kebijakan digitalisasi pembelajaran pasca pandemi pada jenjang Pendidikan Menengah Atas mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan telah mencapai tingkat efektivitas yang cukup signifikan dengan persentase keberhasilan mencapai 90,6 persen dalam menyediakan aksesibilitas sumber belajar yang fleksibel, namun masih menghadapi tantangan substansial dalam aspek pemerataan akses dan kualitas implementasi. Kebijakan digitalisasi terbukti berhasil mendorong inovasi metodologi pembelajaran dan meningkatkan variasi sumber belajar yang dapat diakses peserta didik, namun efektivitas tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi digital pendidik, dan dukungan manajemen institusional. Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi memadai, komitmen kepemimpinan sekolah, program pelatihan guru berkelanjutan, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran digital. Sebaliknya, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural, rendahnya literasi digital sebagian guru dan siswa, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet, penurunan motivasi belajar peserta didik, serta berkurangnya intensitas interaksi sosial yang berdampak negatif terhadap perkembangan keterampilan sosial. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan digitalisasi yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas institusional spesifik. Pengembangan model pembelajaran hibrida yang mengintegrasikan keunggulan teknologi digital dengan elemen humanistik pembelajaran tatap muka menjadi strategi optimal untuk memaksimalkan kualitas pembelajaran sambil meminimalkan dampak negatif digitalisasi. Transformasi digital pendidikan memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur teknologi, tetapi juga memperhatikan dimensi pedagogis, psikologis, dan sosial dari proses pembelajaran. Kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas pendidik melalui program pelatihan yang sistematis dan komprehensif akan menentukan keberhasilan jangka panjang transformasi digital pendidikan. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas model pembelajaran hibrida dalam konteks kurikulum spesifik, menganalisis dampak jangka panjang digitalisasi terhadap hasil belajar dan perkembangan karakter peserta didik, serta menginvestigasi strategi efektif untuk mengatasi kesenjangan digital dalam sistem pendidikan Indonesia. Kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi keniscayaan untuk mewujudkan transformasi digital pendidikan yang berkelanjutan, merata, dan berkualitas dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki literasi digital dan keterampilan abad dua puluh satu yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas masa depan.
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